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Abstrak

Studi ini hendak menjawab sebuah pertanyaan mengapa terdapat problem yuridis, sosiolo-
gis dan bahkan epistemologis dalam polemik harta bersama pasca perceraian? Polemik
tersebut dipecah dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk. Un-
tuk menjawabnya, secara kualitatif, studi ini memanfaatkan pendekatan yuridis normatif
yang disandarkan pada norma perundang-undangan. Dua model interpretasi ditampilkan
sebagai objek formal, sekaligus juga objek material yang dioperasikan dalam rangka mela-
hirkan putusan tersebut. Teori Ronald Dworkin dan Abi Ishaq asy-Syatibi juga dimanfaatkan
untuk memperlihatkan titik-temu antara dua model interpretasi tersebut. Implikasi studi ini
adalah bahwa dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk terdapat
semacam dimensi epistemologis yang berpijak pada paradigm subtantif, yakni paradigma
yang berpijak tidak hanya pada norma yuridis, tetapi juga kemaslahatan yang merupakan
orientasi dari norma itu sendiri.

Katakunci: Dwilogi, Interpretasi, Harta Bersama, Mahkamah Syariah
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1. PENDAHULUAN

Studi hukum pascaperce-
rian tentu saja tidak hanya mem-
bahas harta gono-gini, tetapi juga
problem hukum lain seperti hak
asuh, kewajiban nafkah dan lain-
nya. Petanyaannya, mengapa pem-
bahasan harta bersama dipilih se-
bagai objek material studi ini? Ja-
wabannya adalah karena suatu
realitas bahwa—meskipun terda-
pat aturan tetap tentang bagian
yang berhak diperoleh masing-
masing pihak yang bercerai, na-
mun—praktik penetapan hukum-
nya tidak selalu berbanding lurus
dengan bunyi aturan tersebut. Per-
sis pada titik inilah penulis me-
mandang perlunya suatu ikhtiar
untuk ‘menakwil-ulang’ argumen-
tasi hukum pembagian harta ber-
sama.

Kitab Undang-Undang Hu-
kum Perdata Pasal 119 ayat 1 me-
nyatakan bahwa harta bersama
dihitung sejak perkawinan dilang-
sungkan, dan demi hukum berla-
kulah persatuan-bulat antara harta
kekayaan suami dan istri, sekadar
mengenai itu, dengan perjanjian
kawin tidak diadakan ketentuan
lain (Subekti dan Tjitrosudibio,
1996: 29). Tak jauh berbeda den-
gan KUHPerdata,
Hukum Islam menjelaskan kedu-
dukan harta bersama secara rinci.

Kompilasi

Pasal 85 menyatakan tentang ke-
niscayaan dan/atau potensi ber-
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campurnya harta bersama dengan
harta milik masing-masing (ba-
waan) suami-istri. Hanya saja, pa-
da pasal selanjutnya terdapat se-
macam kesan penegasian terhadap
potensi percampuran harta terse-
but, yakni bahwa hukum asal harta
bersama adalah tidak adanya
percampuran antara harta suami
dan harta istri dalam perkawinan.
Keterangan ayat 2 pasal tersebut
menjustifikasi potensi penegasian
itu, bahwa harta istri tetap menjadi
harta istri dan dikuasai
sepenuhnya oleh istri, demikian
juga harta suami tetap menjadi hak
suami dan dikuasai penuh olehnya.

Apa yang tampak dari teks
yuridis di atas, sekaligus juga yang
menjadi objek material studi ini,
adalah bukan hanya argumentasi
diasporik harta bersama, melain-
kan juga konsekuensi logis dari
sikap diasporik yang dimunculkan
oleh teks itu sendiri. Di satu sisi,
terdapat tuntutan atas suami-istri
untuk melepaskan batas-batas hak
antara harta bawaan dan harta
bersama, sementara di sisi lain
terdapat kesan penegasian atas
tuntutan tersebut. la digabungkan
sekaligus juga dipisahkan. Jika di
kemudian hari mereka terpaksa
bercerai, keduanya harus memper-
timbangkan risiko konflik harta
gono-gini. Konsekuensi logis yang
muncul akan berimplikasi pada
ketidakpastian hukum pembagian
harta bersama, sebagaimana tam-
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pak pada dua dalil hukum berikut
ini:

Pertama, pasal 37 berbunyi
bahwa suatu perkawinan dikata-
kan putus sebab perceraian, dan
harta bersama diatur menurut hu-
kumnya masing-masing. Makna
interpretatif dari “Diatur menurut
hukumnya masing-masing” menca-
kup hukum agama, hukum adat
dan sebagainya. Bunyi pasal ini
memberikan pemahaman bahwa
tidak ada aturan Kkhusus yang
mengharuskan penyelesaian seng-
keta harta bersama berdasarkan
sistem hukum tertentu. Ia bisa dis-
elesaikan baik berdasarkan hukum
tertulis, maupun tak tertulis (adat).

Kedua, pasal 97 KHI menya-
takan bahwa 1/2 (seperdua) bagi
masing-masing janda atau duda
cerai hidup, sementara pada seng-
keta harta bersama di Mahkamah
Syar’iyah Lhoksukon, hakim justru
menghadirkan kalkulasi berbeda.
Putusan sidang dengan nomor
168/Pdt.G/2014/MS-Lsk  mene-
tapkan bahwa penggugat (suami)
mendapat 1/3 bagian, sementara
tergugat (istri) mendapatkan 2/3
bagian dari harta bersama.

Dua pasal tersebut, ditam-
bah dengan alasan yang melatar-
belakangi putusan hakim Mahka-
mah Syari’ah Lhoksukon, akan
menjadi objek formal sekaligus
acuan analogis studi ini. Teks
eksplisit keduanya yang-dalam
konteks putusan hakim nomor
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168/Pdt.G/2014/MS-Lsk dianggap
mengalami disfungsi itu pada gili-
rannya difungsikan kembali tidak
dalam kalkulasi statis, tetapi di-
namis. Dengan demikian, konsep
keadilan yang ditawarkan pun
menjadi dinamis. Konsep ini men-
gungkap, memperlihatkan, sekali-
gus menyandarkan keadilan pada
paham kemanfaatan (utilitaria-
nisme) guna menghasilkan kepua-
san bagi setiap individu. Henry
Sidgwick (1907) dalam karyanya
The Methods of Ethics, sebagaima-
na dikutip oleh John Rawls dengan
istilah kepuasan netto:

“Masyarakat disebut tertata den-
gan tepat, dan karenanya adil, ke-
tika lembaga-lembaga utamanya
diatur sedemikian rupa, demi
mencapai keseimbangan kepua-
san netto yang merupakan hasil
dari kepuasan seluruh individu
anggota masyarakat yang ber-
sangkutan (Rawls, 2011: 25)”

Konsep keadilan semacam
ini berpijak pada asas kemanfaa-
tan. Neraca keadilan yang diguna-
kan bukan hanya menimbang kea-
dilan berdasarkan kesamarataan,
melainkan juga tanggung jawab,
etika dan rasa saling menghargai.

Alhasil, dengan meman-
faatkan dua model interpretasi,
recht-historic interpretation dan
recht-extensive interpretation, stu-
di ini berupaya mengurai dalil-dalil
hukum yang dianggap problema-
tik, sekaligus memperlihatkan ba-
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gaimana dua model interpretasi
hukum itu bekerja pada putusan
Mahkamah Syariyah Lhoksukon
nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk.
Dengan kata lain, studi ini menem-
puh jalan memutar; berawal dari
melacak, menganalis, menginter-
pretasi bahkan mengkritik objek
materialnya (KHI dan Putusan
Mahkamah  Syar'iyah ~ Nomor
168/Pdt.G/2014/MS-Lsk)  untuk
kemudian mengafirmasi objek ma-
terial itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Secara rinci terdapat tiga
pokok permasalahan yang ingin
ditelusuri dalam studi ini,
keduanya  dirumuskan dalam
pertanyaan mendasar: 1)
Bagaimana konsepsi hukum Islam
tentang pembagian harta bersa-
ma? 2) Bagaimana analisis yuridis
terhadap  putusan = Mahkamah
Syar’iyah Nomor
168/Pdt.G/2014/MS-Lsk? 3) Ba-
gaimana dua model interpretasi
bekerja pada penetapan hukum
pembagian harta bersama? Untuk
menjawabnya, secara kualitatif,
studi ini memanfaatkan pendeka-
tan yuridis normatif yang meman-
perundang-
undangan sebagai acuan.

Ada dua teori yang akan
diterapkan dalam rangka
membangun argumentasi studi ini.
Keduanya dipilih karena memiliki

faatkan norma
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koherensi dengan dua model
interpretasi yang merupakan objek
formal studi ini. Pertama, teori
konten Ronald Dworkin,
bersamaan dengan penerapan
teori ini, rech-historie interpetation
akan dimanfaatkan untuk
menganalisis dan bahkan
mengkritik paradigma KHI tentang
pembagian harta bersama. Kritik
tersebut selanjutnya akan
dihubungkan dengan putusan
Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon.
Dalam  bukunya  yang
berjudul "Law’s Empire” (1986),
sebagaimana dikutip oleh Mukthie
Fadjar, ada empat elemen yang
seharusnya diperhatikan dalam
suatu sistem hukum; elemen asas,
relasi, struktur dan ke-
menyeluruh-an (wholeness). Dari
keempat elemen tersebut, elemen
asas lah yang paling urgen karena
ia bekerja sebagai penghubung
antara satu peraturan (dalam hal
ini KHI) dan peraturan lainnya
(dalam hal ini putusan Mahkamah
Syariah Lhoksukon)—baik yang
sederajat, maupun yang berbeda
secara hierakis—dengan
mendasarkannya pada  aspek
substansi (Fadjar, 2014 :15-16).
Kedua, teori maslahah asy-
Syatibi,
penerapan teori ini, rech-extentive
interpretation akan dimanfaatkan
untuk  mengafirmasi setelah
sebelumnya mengkritik objek
material studi ini. Menurut asy-

bersamaan dengan
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Syatibi, kemaslahatan haruslah
merujuk pada dua aspek; aspek
realitas sosial (sosiologis) dan
aspek khitab syari (epistemologis)
(Syatibi, 1417 H: 44-79). Yang
dimaksud dengan aspek realitas
sosial adalah suatu kondisi yang
menginginkan kesesuaian konsep
keadilan pembagian harta bersama
dengan kondisi sosial mereka
(dalam hal ini hak dan kewajiaban
suami-istri) ini yang dikatakan
oleh as-Syatibi dengan wagqa’i’ al-
wujud (realitas yang ada). Adapun
yang dimaksud dengan aspek khi-
tab syari adalah bagaimana hu-
kum itu dihasilkan dengan menca-
rikan argumentasi epitemologis
yang sesuai dengan prinsip syari
(Syatibi, 1417 H: 44, 77). Menurut
penulis, dua teori tersebut sangat
koheren dengan model penafsiran
dan sumber data studi ini, karena
keduanya sama-sama berfungsi
menakar keadilan hukum berda-
sarkan substansinya.

Sumber data yang diguna-
kan dalam studi ini meliputi: 1)
data primer, seperti Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPer), Kompi-
lasi Hukum Islam dan putusan
Mahkamah Syar’iah Lhoksukon No.
168/Pdt.G/2014/MS-Lsk. 2) Data
sekunder yang diperoleh dari
karya ilmiah di bidang hukum, se-
perti buku referensi, skripsi, tesis,
disertasi dan jurnal. 3) Sumber
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tersier, yakni literatur-literatur
yang mendukung tema riset ini,
meski tidak membahas secara
khusus dan ekstentif tentangnya.
Sumber hukum tersebut umumnya
mencakup esai, tulisan dari inter-
net yang sedikit-banyak menying-
gung hukum pembagian harta ber-
sama (Soekanto dan Mamuji, 2007:
13).

3. PEMBAHASAN

3.1. Dominasi Istri dalam Putusan
Mahkamah Syar’iyah Nomor
168/Pdt.G/2014/MS-Lsk

Sebelum memperlihatkan
bagaimana dominasi istri dalam
putusan Mahkamah Syariah Lhok-
sukon, perlu terlebih dahulu men-
getahui wilayah kekuasaan hakim
dalam memutusakan suatu perka-
ra. Dalam Undang-Undang RI No. 4
Tahun 2004 tentang Kekuasan Ke-
hakiman, Pasal 28, dijelaskan ten-
tang kewajiban hakim; menggali,
mengikuti dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat. Se-
tiap putusan hakim memiliki ke-
kuatan yang harus ditaati oleh se-
mua pihak, karena hakim pada da-
sarnya memiliki komitmen dan
nurani yang sama, yakni menilai
peraturan
yang akan dijadikan pijakan hu-
kum dalam mengambil keputusan

perundang-undangan

berdasarkan ajaran agama dan ne-
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raca keadilan
1984: 16).

Sikap hakim tersebut secara
hukum dapat dibenarkan karena ia
memiliki kebebasan dalam memu-
tuskan dan hak otonomi, sebagai-
mana tampak di setiap putusan
selalu diawali dengan kalimat
“Demi keadilan berdasarkan Ketu-
hanan Yang Maha Esa”. Hakim juga
dapat melakukan contra legem
(menyimpang) terhadap pasal-
pasal yang dirasa tidak sesuai den-
gan neraca keadilan dan kebena-
ran. Pasal 229 Kompilasi Hukum
Islam menjustifikasi contra legem
tersebut; bahwa dalam menyele-
saikan perkara-perkara yang di-
ajukan kepadanya, hakim wajib
memperhatikan dengan sungguh-
sungguh nilai-nilai hukum yang
hidup di masyarakat, sehingga pu-
tusannya sesuai dengan rasa kea-
dilan (Wantu, 2012: 5).

Dengan demikian, pertim-
bangan dan/atau sikap hakim—
dalam suatu perkara—merupakan
intisari putusan yang berisi anali-
sis, argumentasi, pendapat dan ke-
simpulan. Dalam suatu pertimban-
gan analisis, hakim wajib merujuk

(Mertokusumo:

pada undang-undang, sementara
alat bukti yang memenuhi syarat
formil dan materil berfungsi me-
mudahkan hakim dalam memu-
tuskan suatu perkara secara adil.
Untuk melihat bagaimana pertim-
bangan hakim dalam memutuskan
perkara dominasi istri dalam pem-
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bagian harta bersama seperti ka-
sus yang terdapat dalam putusan
Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon
nomor 168/PDT.G/2014/MS-Lsk,
perlu mencermati duduk perkara,
seturut penjelasan berikut:
Seorang laki-laki berumur
48 tahun, beragama Islam, bekerja
sebagai Pegawai Negeri Sipil, bera-
lamat di Jalan Listrik Gang Oscar
Nomor 12 Hagu Selatan, Kota
Lhokseumawe, dalam hal ini telah
memberi kuasa kepada Muham-
mad Nasir, SH., advokat pada kan-
tor JN & REKAN. Selaku penggugat,
mantan suami mengajukan guga-
tan pembagian harta bersama
Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon
terhadap mantan istrinya yang be-
rumur 40 tahun, beragama Islam,
bekerja sebagai Pegawai Negeri
Sipil, bertempat tinggal di Dusun
Puuk, Gampong Matang Mane, Ke-
camatan Tanah Luas, Kabupaten
Aceh Utara. Penggugat dan tergu-
gat yang sudah bercerai di Mah-
kamah Syar’iyah Lhoksukon ber-
dasarkan akta cerai Nomor
31/AC/2014/MS-Lsk, pada tanggal
28 Januari 2014. Selama perkawi-
nan penggugat dan terguggat tidak
mempunyai keturunan, melainkan
harta bersama (seuharkat).
Berdasarkan putusan ha-
kim Mahkamah Syar’iyah Lhoksu-
kon tersebut suami mendapat 1/3
(sepertiga) bagian harta bersama,
sementara istri memperoleh 2/3
(dupertiga), dengan demikian istri
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mendapat bagian lebih besar dari
suami dalam pembagian harta ber-
sama. Jika merujuk pada peraturan
yang ada,—mengenai pembagian
harta bersama—baik Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 ten-
tang Perkawinan, Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata maupun
Kompilasi Hukum Islam, tidak di-
temukan aturan yang menye-
butkan bahwa istri berhak mem-
peroleh bagian lebih besar dari su-
ami, tetapi peraturan yang terkan-
dung dalam tiga buku hukum ter-
sebut cenderung membagi harta
bersama dengan kalkulasi 50:50.
Artinya, perlu menelusuri alasan
pertimbangan hakim dalam men-
gambil sikap contra legem, sekali-
gus mengabaikan peraturan teks-
tual yang biasanya menjadi ruju-
kan.

3.2. Putusan Mahkamah Syar’iyah
Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-
Lsk dalam Rech-extentive In-
terpretation

Ekspresi Budaya Tradision-
al berakar dalam tiga kata, tradisi,
budaya dan ekspresi.Untuk "ek-
spresi”, itu berarti untuk men-
gungkapkan atau tujuan yang jelas,
ide atau perasaan.Budaya dalam
bahasa Inggris sesuai dengan "bu-
daya" di Indonesia (Koentjoronin-
grat, 2009: 69). Hal ini berakar pa-
da bahasa Sansekerta "budhayah"
yang berarti pikiran atau intelek-
tual (Mulyana, 2006: 59). Secara
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umum, budaya dapat didefinisikan
sebagai sesuatu yang dihasilkan
oleh pikiran manusia dan intelek
untuk mengembangkan dan mem-
pertahankan hidup mereka di ling-
kungan mereka. Ekspresi Budaya
Tradisional adalah bagian dari ke-
hidupan budaya masyarakat seba-
gai pemilik. ekspresi budaya tradi-
sional sudah mengandung bebera-
pa nilai seperti ekonomi, spirituali-
tas dan komunalitas.

Rech-extentive Interpreta-
tion yang dalam bahasa Indonesia
disebut penafsiran ekstensif ada-
lah penafsiran dengan memperluas
arti kata-kata dalam peraturan
perundang-undangan sehingga
suatu peristiwa dapat dimasukkan
ke dalamnya. Sebuah perkataan
dimaknai secara lebih luas dari
pada sekadar arti kata menurut
kamus atau makna yang
dilazimkan dalam percakapan
sehari-hari, aliran listrik yang
ditafsirkan sebagai benda (Daliyo,
2001: 115). Demikian pula status
suami tidak bekerja yang disan-
dang oleh penggugat dapat ditaf-
sirkan sebagai pengabaian terha-
dap kewajiban nafkah, sehingga
meniscayakan putusan yang ber-
beda dengan ketentuan pembagian
50:50.

Sejauh penelusuran penulis,
setidaknya terdapat lima pertim-
bangan hukum yang mendasari
putusan tersebut:
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Pertama, bahwa yang men-
jadi norma dasar pembagian harta
bersama adalah pasal 97 Kompila-
si Hukum Islam, (janda/duda cerai
hidup masing-masing berhak se-
perdua harta bersama). Menurut
majelis hakim, norma tersebut se-
padan dengan ketentuan pasal 80
ayat 2 Kompilasi Hukum Islam,
yakni suami wajib melindungi istri
dan memberikan keperluan hidup
berumah tangga. Norma ini adalah
suatu kelaziman bukan hanya da-
lam tinjauan sosial, melainkan juga
agama yang mewajibkan suami
berusaha sementara istri yang
mengatur hasilnya.

Jika dihubungkan dengan
kasus perkara a quo, berdasarkan
bukti-bukti yang ada, diketahui
bahwa: 1) Tergugat diangkat seba-
gai Pegawai Tidak Tetap (Bidan
Desa/PTT) di Desa Leupon Siren,
Kecamatan Tanah Luas sejak tang-
gal 01 Oktober 1994. 2) Tergugat
menikah dengan Penggugat pada
tanggal 16 Mei 1995. 3) Tergugat
diangkat sebagai Calon Pegawali
Negeri Sipil (CPNS) sejak tanggal
01 Desember 2000, dan kemudian
diangkat sebagai Pegawai Negeri
Sipil (PNS) sejak 01 Februari 2002.

Dalam jawabannya, Tergu-
gat menyatakan ketika menikah
dengan Tergugat, Penggugat tidak
mempunyai pekerjaan tetap. Ter-
gugat yang bekerja sebagai bidan
PTT lah membiayai seluruh kebu-
tuhan rumah tangga. Penggugat
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hanya mendampingi Tergugat ke-
tika bertugas, dan pada Tahun
2000 barulah Penggugat mulai be-
kerja sebagai tenaga bakti di Kan-
tor Bappeda Lhokseumawe. Pada
saat itu transportasi ke kantor se-
nilai Rp. 50.000.- perhari ditang-
gung oleh Tergugat. Tahun 2007
Penggugat diangkat sebagai PNS
dan pada kahirnya mereka berce-
rai pada Tahun 2013. Selama per-
nikahan berlangsung, hampir se-
mua keperluan rumah tangga di-
biayai/dipenuhi oleh Tergugat.
Demikian pula, hampir semua ob-
jek sengketa dibangun dan dibeli
dari uang penghasilan Tergugat;
baik penghasilan sebagai PNS,
maupun sebagai bidan praktik
swasta (BPS) di rumah, sementara
penghasilan Penggugat tidak jelas
penggunaannya. Jawaban tersebut
dikuatkan berdasarkan keterangan
saksi-saksi Penggugat.

Kedua, berdasarkan per-
timbangan pertama, dengan kata
lain Tergugat telah dengan sengaja
melalaikan kewajibannya sebagai
suami sebagaimana diamanatkan
QS. An-Nisa: 34, Pasal 31 ayat (3)
dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Un-
dang-Undang Nomor 1 Tahun
1974), serta Pasal 80 ayat (4) dan
Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi
Hukum Islam, atau justru Tergugat
menjadi kepala keluarga merang-
kap ibu rumah tangga, maka jika
dikalkulasikan, tidak ditemukan
keseimbangan peran antara peng-
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gugat dan tergugat. Karenanya,
membagi rata harta bersama ke-
pada Penggugat dan Tergugat di-
pandang tidak memenuhi rasa
keadilan.

Ketiga, berdasarkan fakta-
fakta hukum dan/atau kasus-kasus
yang menyangkut pembagian har-
ta bersama yang hampir serupa
dengan perkara ini—di antaranya
adalah Putusan Mahkamah Agung
Nomor 266 K/AG/2010, tanggal 12
Juli 2010—hakim  menyatakan
bahwa istri mendapat 3/4 (tiga
perempat) bagian dari harta ber-
sama, karena harta bersama terse-
but dihasilkan oleh istri dan suami
tidak memberikan nafkah terha-
dap anak dan istri selama 11 ta-
hun.”

Keempat, sebagai pemband-
ing dalam pertimbangan, hakim
merujuk pendapat ahli hukum Is-
lam, Drs. H.M. Anshary MK,
SH,M.H. dalam bukunya, “Hukum
Perkawinan di Indonesia: Masalah-
masalah Krusial”, Yogyakarta: Pus-
taka Pelajar, 2010, Cet. Ke-1, hlm.
169, yang menyatakan:

“Jika terjadi bahwa suami beker-
ja mencari nafkah dan istri pun
bekerja mencari nafkah, maka
hukum mencari nafkah bagi sua-
mi adalah wajib sedangkan bagi
istri adalah sunnah. Dan apabila
suami lalai melakukan tanggung
jawab terhadap pemenuhan ke-
perluan rumah tangga sedangkan
istri yang berusaha mencari naf-
kah, maka jika terjadi perceraian,
suami tidak berhak sama sekali
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dari harta yang dicari istri terse-
but.”
Kelima, majelis hakim bera-

ni menyampingkan Kketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam
peraturan-peraturan yang ada de-
mi rasa keadilan. Dengan pertim-
bangan atas alat-alat bukti, saksi-
saksi dan hukum yang hidup dalam
masyarakat serta perilaku penggu-
gat sebagai suami terhadap is-
trinya, maka penggugat layak dibe-
ri hak 1/3 dari harta bersama, se-
mentara sisanya 2/3 (dua pertiga)
bagian adalah hak tergugat.
Meskipun tidak sesuai dengan ke-
tentuan-ketentuan dalam peratu-
ran yang ada, namun keberanian
hakim dalam memutuskan persen-
tase pembagian harta bersama ini
merupakan sikap atau tindakan
yang sesuai dengan tujuan dari
hukum itu sendiri yaitu keadilan.
Jika melihat kepada putu-
san nomor 168/Pdt.G/2014/MS-
Lsk, setalah dibacakan tentang
pembagian harta bersama, dipa-
hami bahwa putusan yang berke-
kuatan hukum tetap ini pada in-
tinya menyatakan bahwa objek-
objek yang telah dipertimbangkan
dan terbukti sebagai harta bersa-
ma antara penggugat dan tergug-
gat—dan karena objek-objek ter-
sebut berada dalam penguasaan
terguggat maupun penggugat—
maka majelis hakim menghukum
penggugat dan tergugat atau sia-
papun yang menguasai objek ter-
sebut secara melawan hak/hukum
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untuk membagi dan menyerahkan
hak bagian penggugat dan tergugat
dari objek-objek tersebut sesuai
dan sebesar hak bagiannya dalam
keadaan utuh dan terlepas dari se-
gala ikatan hukum dengan pihak
ketiga. Jika tidak dapat dibagi da-
lam bentuk barang (natura), ba-
gian akan dilelang dimuka umum
oleh pejabat yang berwenang pada
Kantor Lelang Negara, dan hasil-
nya 1/3 (sepertiga) bagian untuk
penggugat dan sisanya 2/3 (dua
pertiga) bagian untuk tergugat. Ji-
ka objek-objek harta bersama yang
ada pada tergugat sudah dijual se-
perti mobil ataupun tanah maka
tergugat harus mengganti ataupun
membayar 1/3 (sepertiga) bagian
objek tersebut dan diserahkan ke-
pada penggugat.

Melihat putusan yang dipu-
tuskan oleh majelis hakim tidak
sesuai dengan
ketentuan peraturan yang ada,
yakni membagi harta bersama
menjadi dua setengah untuk suami
dan setengah untuk istri. Putusan
ini tidak bertentangan dengan pe-
raturan apapun karena majelis ha-
kim memutuskan untuk menyam-
pingkan ketentuan-ketentuan pada
peraturan yang ada demi mencapai
tujuan keadilan, terlebih bahwa
hakim juga memliki hak istimewa
dan/atau kapasitas dalam memu-
tuskan suatu perkara. Dengan de-

ketentuan-

mikian, akibat hukum yang timbul
setelah putusan ini adalah mutlak
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dan berkekuatan hukum tetap, ka-
renanya kedua belah pihak harus
melaksanakannya dengan baik dan
benar sesuai yang telah dipu-
tuskan.

3.3. Kompilasi Hukum Islam da-
lam Rech-historisce Interpre-
tation

Pada sub-bab kali ini
penulis akan memperlihatkan
bagaimana interpretasi historis
bekerja dalam menafsirkan kalku-
lasi KHI atas pembagian harta ber-
sama. Menurut Ph. Vissert Hoft da-
lam Rechtsvinding yang diterje-
mahkan B. Arief Sidharta (2001),
Setidaknya ada dua  model
interpretasi historis; penafsiran
menurut sejarah undang-undang
dan penafsiran menurut sejarah
hukum. Model pertama memfo-
kuskan diri pada latar belakang
sejarah perumusan naskah; ba-
gaimana perdebatan yang terjadi
ketika naskah itu hendak diru-
muskan. Karenanya, ia membu-
tuhkan kajian mendalam tentang
notulen-notulen rapat, catatan-
catatan pribadi peserta rapat, tuli-
san-tulisan peserta rapat yang ter-
sedia baik dalam bentuk tulisan
ilmiah maupun komentar tertulis
yang pernah dibuat, otobiografi
yang bersangkutan, hasil wawan-
cara yang dibuat oleh wartawan
dengan yang bersangkutan, atau
wawancara khusus yang sengaja
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dilakukan untuk keperluan mene-
laah peristiwa yang bersangkutan.
Model kedua mencari makna yang
dikaitkan dengan konteks kema-
syarakatan masa lampau. Penca-
rian makna tersebut juga merujuk
pendapat-pendapat pakar dari ma-
sa lampau, termasuk pula merujuk
kepada norma-norma hukum masa
lalu yang masih relevan. Demikian
pula pada KHI, studi ini akan me-
nafsirkan maksud yang terkan-
dung dalam kalkulasi KHI dengan
pertimbangan sejarah sosial ma-
syarakat Indonesia dan sejarah
hukum Islam.

Sejak masa kenabian hingga
prakodifikasi hukum Islam belum
ditemukan literatur yang memba-
has aturan harta bersama. Teks
Q.S. An-Nisa: 34 tentang leadership
(qawwam) dalam rumah tangga
dan Q.S. At-Talaq: 6 tentang
kewajiban nafkah dan tempat
tinggal, hanya mengisyaratkan
peran dan kewajiban memenuhi
kebutuhan rumah tangga, tidak
menyebutkan harta bersama (Ra-
mulyo, 1995: 32). Dalam Islam
harta kekayaan istri tetap menjadi
milik istri dan dikuasai penuh
olehnya, demikian pula harta
kekayaan suami. Masing-masing
pasangan memiliki harta benda
secara perseorangan yang tidak
bisa  diganggu. Suami yang
menerima pemberian, warisan dan
sebagainya, berhak menguasai
sepenuhnya harta yang diterima,
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tanpa ikut campur pihak istri.
Demikian halnya bagi istri yang
menerima pemberian, warisan, hi-
bah dan sebagainya, berhak
menguasai sepenuhnya harta yang
diterimanya itu tanpa ikut campur
suami.

Hal ini terjadi karena pada
umumnya pengarang kitab-kitab
figh adalah orang Arab yang tidak
mengenal adanya pencaharian
bersama suami-istri. Jika pun ada,
tak lain hanyalah perkongsian atau
apa yang dalam terminologi Arab
disebut syirkah (Ismuha, 1978:
38). Artinya, upaya kodifikasi hu-
kum Islam tentang harta bersama
hanyalah semacam ikhtiar para
ulama Indonesia dalam mencari-
kan dalil bagi hukum harta bersa-
ma. Syirkah yang biasanya berada
pada wilayah muamalah dimigra-
sikan ke wilayah munakahah. Den-
gan menggunakan metode gqiyas,
para intelektual Muslim pada masa
itu melihat titik-temu antara syir-
kah dan kemudian diterapkan pa-
da hukum pembagian harta ber-
sama (Djazuji dan Aen, 2000: 121).
la dapat di-giyas-kan dengan
syirkah atas pemahaman bahwa
istri adalah pasangan sekaligus tim
yang bekerjasama dalam
membangun rumah tangga,
meskipun tidak ikut bekerja dalam
pengertian yang sesungguhnya
(Susanto, 2008: 59).

Harta bersama kemudian
kategorikan ke dalam syirkah
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mufawadhah dan/atau syirkah
abdan. Syirkah mufawadhah adalah
suatu bentuk perkongsian dua
belah pihak yang melakukan
kegiatan usaha, dan pihak ketiga
sebagai pemodal,
syirkah abdan adalah perkongsian
dua pihak atau lebih yang masing-
masing anggotanya hanya
melakukan kegiatan usaha, namun
tidak memberikan modal. Adapun

sementara

peng-giyas-an antara harta
bersama  (gono-gini) dengan
syirkah dapat pula dipahami
melalui penjelasan bahwa

percampuran harta kekayaan
suami dan istri merupakan harta
kekayaan
adanya usaha bersama antara

tambahan karena

mereka berdua. Kosekuensi
logisnya, jika terjadi perceraian di
antara mereka, harta tersebut
harus dibagi dengan berdasarkan
saham masing-masing suami atau
istri, atau dibagi secara merata
(As’ad, 2010: 5-6).

Para perumus Kompilasi
Hukum Islam menegosiasikan
syirkah abdan dengan hukum adat.
Metode pendekatan ini tidak
bertentangan dengan kebolehan
menjadikan ‘urf (adat
kebiasaan/tradisi) sebagai sumber
hukum. Sekaligus senafas dengan
kaidah yang “al adah
muhakkamah”. Menurut mereka,
gono-gini adalah konsekuensi dari
adanya hubungan perkawinan

yang senafas dengan substansi Q.S.
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An-Nisa: 21 yang menyebut
perkawinan sebagai suatu
perjanjian suci, kuat dan kokoh
(mitsaqan ghalizha). Dengan de-
mikian,
dilakukan melalui ijab gabul dan
telah memenuhi syarat dan
rukunnya merupakan syirkah
antara suami dan istri.

perkawinan yang

Dalam memigrasikan syir-
kah abdan dari wilayah muamalah
ke wilayah munakah, argumentasi
yang digunakan adalah pernyatan
al-Quran bahwa pernikahan adalah
ikatan yang kuat (mitsaqan ghali-
za). Ketika literatur-literatur fikih
pada umumnya membahas ikatan
perkongsian pada bab muamalah,
Kompilasi Hukum Islam justru
memindahkannya ke dalam pem-
bahasan munakahah. Artinya, ter-
dapat perbedaan antara Kkajian-
kajian hukum Islam klasik dengan
kajian hukum Islam saat ini.

Konklusi logisnya menyata-
kan meskipun tidak ditemukan
teks al-Quran, hadis, atau literatur
fikih yang meyebutkan aturan har-
ta bersama, upaya perumusan atu-
ran tentangnya adalah suatu ke-
niscayaan. Status perumusan hu-
kum harta bersama yang bersifat
ijtihadi (interpretatif) tentu saja
bukanlah ketetapan final, karena ia
merupakan negosiasi dua aspek
hukum: 1) penjelasan subtantif su-
atu perkawinan dan 2) pertimban-
gan sosiologi suatu masyarakat
(‘urf), yakni peran istri sebagai pe-
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nyeimbang suami yang berkewaji-
ban mencari nafkah.

Selanjutnya, nalar yuridis di
atas akan dibahas lebih mendalam
pada pembahasan  Titik-temu
Rech-historisce Interpretation dan
Rech-extentive Interpretation da-
lam Pembagian Harta Bersama be-
rikut ini.

3.4. Titik-temu  Rech-historisce
Interpretation dan  Rech-
extentive Interpretation da-
lam Pembagian Harta Bersa-
ma

Tidak semua metode penaf-
siran dapat disebut sebagai penaf-
siran hukum. Suatu metode penaf-
siran dapat diakui sebagai penafsi-
ran hukum jika dilakukan dalam
‘kegiatan juridis’ (Mertokusumo &
Pitlo, 1993: 36). Kegiatan yuridis
yang dimaksud di sini adalah pena-
laran dalam rangka menemukan
hukum yang berlaku atas suatu
kasus yang sedang terjadi. Dalam
kaitannya dengan hal ini, penala-
ran yuridis bagi seorang hakim
berfungsi untuk menentukan sua-
tu putusan dan/atau hukuman. Ia
mempunyai ciri khusus yang
membedakannya dengan kegiatan
berpikir pada umumnya, yakni
bersifat logis dan analitis (Nurjaya,
1983:302).

Ada perbedaan mendasar
antara sekadar penalaran logis dan
penalaran analitis. Penalaran logis
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menuntut adanya kegiatan berpi-
kir berdasarkan pola dan logika
tertentu, sementara penalaran
analitis menuntut kegiatan berpi-
kir yang menyandarkan diri pada
analisis yang berpijak pada logika
itu sendiri. Dalam kaitannya den-
gan aspek yuridis, penalaran anali-
tis harus berisikan logika hukum.
Pola ini berbeda dengan penala-
ran masyarakat umum yang cen-
derung non-analitis, karena men-
gutamakan perasaan dan intuisi.
Perbedaan itu semakin kentara
dalam kasus kanibalisme Sumanto
mengemuka. Bagi masyarakat, apa
yang dilakukan Sumanto merupa-
kan perbuatan keji dan menjijikan.
Perasaan dan intuisi masyarakat
terluka oleh peristiwa ini, sehingga
mereka menginginkan Sumanto
dijatuhi seberat-
beratnya.

hukuman

Sementara itu, dalam kegia-
tan yuridis, ketika ditemukan ka-
sus yang harus diadili, seorang ha-
kim tidak serta-merta menjatuh-
kan putusan, melainkan harus ter-
lebih dahulu melakukan pengujian
dan analisis pada aturan hukum
yang berlaku; berawal dari mela-
kukan pengujian terhadap bukti-
bukti yang ada untuk memperjelas
suatu peristiwa hukum telah ter-
jadi, hingga melakukan melakukan
penafsiran pada suatu undang-
undang terkait dengan hal terse-
but. Jika pasal yang akan dite-
rapkan dalam suatu kasus adalah
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pasal 406 KUHP tentang tindakan
perusakan barang, hakim terlebih
dahulu melakukan penafsiran apa-
kah mayat terkategorisasi sebagai
barang atau atau hal lain? Persis
pada titik inilah logika analisis yu-
ridis terapkan terhadap istilah ba-
rang. Penafsiran yuridis yang de-
mikian itu disebut dengan rech-
extentive interpretation.

Seirama dengan itu, putu-
san Mahkamah Syar’iyah Lhoksu-
kon Nomor 168/Pdt.G/2014/Ms-
Lsk berpotensi ditafsirkan dengan
rech-extentive interpretation. Pasal
97 KHI tentang norma dasar pem-
bagian harta bersama dipadankan
dengan dengan ketentuan pasal 80
ayat 2 Kompilasi Hukum Islam,
yakni suami wajib melindungi istri
dan memberikan keperluan hidup
berumah tangga. Upaya mema-
dankan pasal 97 dengan pasal 80
ini merepresentasikan penerapan
rech-extentive interpretation. Atas
dasar ini, majelis hakim kemudian
memunculkan lima pertimbangan
hukum yang mendasari putusan
tersebut, sebagaimana disebutkan
pada pembahasan Putusan Mah-
kamah Syar’iyah Nomor
168/Pdt.G/2014/MS-Lsk  dalam
Rech-extentive Interpretation di
atas.

Lebih lanjut, majelis hakim
berpendapat bahwa norma ini ada-
lah suatu kelaziman bukan hanya
dalam tinjauan sosial, melainkan
juga agama yang mewajibkan s-
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uami berusaha, sementara istri
yang mengatur hasilnya. Artinya,
yang dikatakan majelis hakim ada-
lah bukan hanya tentang pember-
lakuan rech-extentive interpreta-
tion, melainkan juga penerapan
teori maslahah asy-Syatibi, yakni
bahwa putusan hukum harus be-
rorientasi pada kemaslahatan yang
merujuk pada dua aspek; aspek
sosiologis (realitas sosial) dan
aspek epistemologis (khitab syar?).

Yang dimaksud dengan
aspek sosiologis di sini adalah
pandangan etis masyarakat
Lhoksukon terhadap sikap suami
yang bergantung hidup pada usaha
istri, sementara yang dimaksud
dengan  aspek  epistemologis
adalah bahwa perintah
memberikan bagian harta lebih
dari setengah kepada istri lahir
dari kewajiban suami sebagai
pengayom (qawwam) bagi istrinya.
Dengan demikian, putusan hakim
menghadirkan pertimbangan
sosiologis berdasarkan pola dan
logika tertentu, sekaligus menyan-
darkan diri pada analisis yuridis
yang berpijak pada logika itu sen-
diri.

Tak hanya potensi penera-
pan rech-extentive interpretation,
putusan majelis hakim juga mem-
buka ruang penerapan rech-
historisce interpretation. Penera-
pan historis yang pada awalnya
dimanfaatkan untuk mengkritisi
argumentasi hukum pembagian
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harta bersama, pada gilirannya di-
gunakan untuk mengafirmasi hu-
kum itu sendiri. Hal itu menjadi
niscaya karena—meskipun dalam
sejarah sosial hukum Islam tidak
didapati fakta pensyariatan hukum
pembagian harta bersama, namun-
terdapat ruang regulasi yang dis-
andarkan pada maksud pensyaria-
tan (magqasid syariah), yakni pada
tujuan memelihara harta (hifz
mal).

Terlepas dari pembahasan
ini, jika dikaitkan dengan putusan
hakim, model kedua dari rech-
historisce interpretation seirama
dengan argumentasi mejelis hakim
dalam hal mencari makna yang di-
kaitkan dengan konteks kemasya-
rakatan masa lampau. Ketika kul-
tur etis masyarakat Lhoksukon
meyakini bahwa suami tidak dibe-
narkan bergantung hidup istri,
maka maknanya adalah suami te-
lah melakukan pelanggaran etika
kultural yang dipercayai secara
turun-temurun, tak terkecuali
pendapat-pendapat pakar dari ma-
sa lampau; dalam hal ini pendapat
ahli hukum Islam, Drs. HM. An-
shary MK, SH., M.H. dalam bu-
kunya, “Hukum Perkawinan di In-
donesia: Masalah-masalah Krusial”,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010,
Cet. Ke-1, hlm. 169, yang menyata-
kan:

“Jika terjadi bahwa suami bekerja

mencari nafkah dan istri pun be-
kerja mencari nafkah, maka hu-
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kum mencari nafkah bagi suami
adalah wajib sedangkan bagi istri
adalah sunnah. Dan apabila sua-
mi lalai melakukan tanggung ja-
wab terhadap pemenuhan keper-
luan rumah tangga sedangkan is-
tri yang berusaha mencari naf-
kah, maka jika terjadi perceraian,
suami tidak berhak sama sekali
dari harta yang dicari istri terse-
but.”

Rech-historiche interpreta-
tion ini kemudian dijustifikasi den-
gan teori Dworkin yang menyata-
kan ada empat elemen yang
seharusnya diperhatikan dalam
suatu sistem hukum; elemen asas,
relasi, struktur dan ke-
menyeluruh-an (wholeness). Dari
keempat elemen tersebut, elemen
asas lah yang paling urgen karena
ia bekerja sebagai penghubung
antara satu peraturan (dalam hal
ini KHI) dan peraturan lainnya
(dalam hal ini putusan Mahkamah
Syariah  Lhoksukon)-baik yang
sederajat, maupun yang berbeda
secara hierakis-dengan
mendasarkannya pada  aspek
substansi.

Kalimat  terakhir = pada
pernyataan Dworkin merupakan
kata-kunci bagi penulis untuk
mengupayakan titik-temu antara
dua model penafsiran di atas pada
kasus pembagian harta bersama di
Mahkamah  Syar'iyah  Nomor
168/Pdt.G/2014/MS-Lsk.  Ketika

rech-extentive interpretation
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memaknai secara lebih luas
sebuah perkataan dari pada
sekadar arti kata menurut kamus
atau makna yang dilazimkan
dalam percakapan sehari-hari,
rech-historice interpretation juga
memiliki fungsi yang sama yakni
mendasarkan suatu  peraturan
pada aspek substansi. Suami tidak
bekerja atau bergantung hidup
kepada istri
penelantaran sekaligus pengabaian
pada substansi kewajiban mencari
nafkah, yakni tanggung jawab yang
merupakan elemen asas bagi
terciptannya  suatu  Kkeadilan,
keseimbangan dan keharmonisan
dalam sebuah keluarga. Inilah yang
disebut Dworkin dengan terma
kemenyeluruhan (wholeness).

dimaknai

4. KESIMPULAN

Ada dua pion penting yang
dapat disimpulkan dari pembaha-
san studi ini. Pertama, hukum
dasarnya  tidak
mengenal tentang konsep harta
bersama, namun penetapan hu-
kum pembagian harta bersama-
jika didasari kaidah dar al mafasid
muqaddaf ala jalb al-masalih—

[slam  pada

bukan merupakan suatu keberten-
tangan dengan dengan hukum Is-
lam. Ia menempuh jalan ketiga,
yakni apa yang disebut syirkah.
Karenanya, kalkulasi harta bersa-
ma pun tidak bersifat statis, seba-
gaimana kalkulasi waris dalam al-
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Quran. Hanya saja, putusan yang
majelis yang yang tidak merujuk
pada kalkulasi statis berpotensi
untuk ditafsirkan-ulang bahkan
dengan beberapa teori, pendeka-
tan dan model penafsiran.

Kedua, jika  ditafsirkan
menggunakan rech-extentive inter-
pretation dan rech-historisce inter-
pretation, tampak bahwa pertim-
bangan majelis hakim Mahkamah
Syar’iyah Lhoksukon yang Putusan
Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk
adalah pertimbangan subtantif.
Pertimbangan ini relatif tepat ka-
rena tidak hanya mendapatkan
justifikasi teoretis dari pakar filsa-
fat hukum Islam Abu Ishaq asy-
Syatibi, tetapi juga pakar filsafat
hukum Barat, Ronald Dworkin. Pa-
da wilayah substansi inilah dwilogi
interpretasi itu bekerja.
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